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IL LTTAR BEL.AIIAITG

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O tentang

Jabatan Fungsional Perencana, telah ditetapkan Surat Edaran Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebiiakan

Teknis Jabatan Fungsional Perencana pada tanggal 13 Juli 2020.

Dalam rangka memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap Surat

Edaran Menteri PPN / Kepala Bappenas No. il Tahun 2O2O tentang

Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana yang masih bersifat

umum, perlu ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementeriar

PPN/ Sekretaris Utama Bappenas tentang Penjelasan Kebijakan Telcris

Jabatan Fungsional Perencana yang berisi penjelasan, contoh dan

format dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Surat

Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2O2O terlt2:ng

Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana.
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B. MAKST'D DAN TUJUAN

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan

kepada:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian lPejabat yang Berwenang;

b. Tim Penilai Angka Kredit; dan

c. Pejabat Fungsional Perencana (Perencana);

untuk memahami Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas

No. 11 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Teknis Jabatan F\rngsional

Perencala.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan resmi

terhadap ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri

PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Teknis Jabatan Fungsional Perencana.

c DASAR HUIIUM

l. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6477).

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 13 Tahun 2O19 tentang Pengusulan, Penetapan,

dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834).

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O tental:.g Jabatan Fungsional

Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

834).



Surat Edaral Menteri Perencalaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Nasional

Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan

Fungsional Perencana.

D PERIODE

1. Surat Edaran ini berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat

Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2O2O lel:lang
Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencaaa.

2. Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

E. RUANGLINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri atas:

1. Penjelasan dan contoh ketentuan dalam Surat Edaran Menteri

PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2O2O tentang Kebijakan

Teknis Jabatan Fungsional Perencana, sebagai berikut:

a. Tata Cara Pengumpulan Angka Kredit;

b. Tata Cara Penilaian Angka Kredit;

c. Tata Cara Penghitungan Kelebihan Angka Kredit;

d. Tata Cara Pemberian Sanksi;

e. Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan F\rngsional Perencana;

f. Tata Cara Pengangkatan Kembali;

g. Tata Cara Penyusunan SKP Pej abat Fungsional Perencana;

h. Ketentuan lainlain;
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. Format formulir penilaian Angka Kredit dan Surat Pernyataan

Melakukan Kegiatan (SPMK) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat

Edaran ini.
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F. PENUTI'P

Surat Edaran ini berlaku sejak tangga-l ditetapkan, dan berlaku surut

sejak tanggal 13 Juli 2020.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilalsanakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 202O

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL,

-#

HIMAWAN HARIYOGA



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN SEKRETARI S KEMENTERIAN PPN / SEKRETARIS UTAMA BA PPENAS

NOMOR 3 TAHUN2O2O

PEI{JILAAAN DAN CONT!)H

SURAT EDARAN UEITTERI PPN/KEPALT BAPPENAS NOMOR I1
TAIIUN 2O2O TEI{TAITG I(EBIJAXAN TEKNIS JABA?'N FUNEAIONAL

PEREIIICAITA

PENJELASAN DAN CONTOH
KETENTUAI{ SE MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTAI{G KEBIJAI(AI{
TEKNIS JABATAN FT'NGSIOT{AL PERTNC/INA

r. TATA CARA PEITGI'IPI'LIUT ANGITA I(REDIT

1. Batas waktu mengumpulkan Angka Kredit
dengan menggunakan dasar Keputusal Menteri
Negara Aparatur Negara Nomor
16/KSP/M.PAN/3/2O01 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
adalah sampai dengan Desember 2O2O.

2. P;:.gka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka
1, dapat diajukan untuk dinilai sampai dengan
periode penilaian angka kredit bulaa Mei 2021.

Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf F angka 1,
angka 2, dan angka 3, sebagai berikut:
Sdr. Fatih Karim, NIP. 198506102009031001, pangkat
Penata, golongan ruang III/c, Jenjang Jabatan Fungsional
Perencana Ahli Muda. Pega.wai ya-ng bersangkutan akan
mengu.mpulkan Angka lftedit untuk periode penilaian Mei
2021. Pelaksanaan pengumpulan Angka Kredit tersebut
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1- un!:k pengumpulan dokumen angka kredit sampai

I
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dengan 31 Desember Tahun 202O, Sdr. Fatih Karim
masih dapat mengumpulkan argka kredit
menggunakan dasar Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/ M.PAN I 3 I 2OOl tentang Jabatan Fungsional
Perencana dan Angka Kreditnya sampai dengan
periode penilaian Bulan Mei 2021 .

2. sedangkan untuk pengumpulan dokumen angka
kredit Januari-Mei Tahun 2021, Sdr. Fatih Karim
menggunakan dasar Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O tenlang Jabatan
Fungsional Perencana mulai periode penilaian Bulan
Mer 2021.

Dimulai seiak Januari 2021, Perencana w
mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun
2O2O tentang Jabatan Fungsional Perencana'

3 ajib

1. Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf G
angka 1, sebagai berikut:

a. Tim Penilai Angka Kredit Provinsi Jawa Tengah
yang dibentuk berdasarkan Keputusal Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya,
melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai
berikut:

1) melakukan penilaian angka kredit untuk
Perencana Ahli Pertama sampai dengan
Perencana Ahli Madya yang diangkat sebelum
9 Maret 2O2O dan mengajukan dokumen
penilaian angka kredit sebelum 31 Desember
2020;

G. TATA CARA PENILAIAN ANGI{A KREDIT

1. Tim Penilai Angka Kredit yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
dapat melakukan penilaian Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1,

sampai dengan periode penilaian angka kredit
Mei2O2l.

2. Dimulai sejak Januari 2021, Instansi
Pemerintah membentuk Tim Penilai Angka
Kredit sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Perencana.
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2) dalam hal surat keputusan pembentukan Tim
Penilai angka kredit tersebut berakhir di
tahun 2O2O, maka perlu diiakukan
perpanjangan penugasan sampai dengan 31
Mei 2021.

b. Tim Penilai Angka Kredit Pusat di Pusat
Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
(Pusbindiklatren) Bappenas yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dal Angka Kreditnya,
melakukan penilaian angka kredit :

1) untuk Perencana ahli pertama sampai dengan
perencana ahli madya yalg diangkat sebelum
9 Maret 2O2O dan mengajukan dokumen
penilaian angka kredit sebelum 31 Desember
2O20; serta berasal dari instansi pemerintah
yang belum memiliki tim penilai;

2) untuk Perencana ahli utama yang diangkat
sebelum 9 Maret 2O2O dan mengajukan
dokumen penilaian angka kredit sebelum 31
Desember 2020; serta masih menggunakan
ketentuan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/20O1 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

3) dalam hal surat keputusan pembentukan Tim
Penilai an kredit tersebut berakhir di

3. Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dinyatakan berakhir
masa tugasnya setelah periode penilaian angka
kredit Mei 2O21.
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tahun 2O2O, maka
perpanjangan penugasan
Mei 2021.

2. Penjelasan dan contoh untuk
atgka 2, sebagai berikut:

perlu dilakukan
sampai dengan 31

ketentuan huruf G

a. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang
Berwenang di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
mulai 1 Januari 2021, membentuk tim penilai
angka kredit sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Jabatan
Fungsional Perencana, untuk menilai angka
kredit Perencana ahli pertama sampai dengan
perencana ahli madya yang diangkat setelah 9
Maret 2O2O yang mengajukan dokumen penilaian
angka kredit setelah I Januari 2O2l .

b. Pusbindiklatren Bappenas, mulai 1 Januari 2O21
membentuk Tim Penilai Angka Kredit Pusat
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Jabatan
Fungsional Perencana, melakukan penilaian
angka kredit:

1) untuk Perencana ahli pertama sampai dengan
perencana ahli madya yang diangkat setelah 9
Maret 2O2O, dan mengajukan dokumen
penilaian angka kredit setelah 1 Januari 2021,
serta berasal dari instansi pemerintah yang
belum memiliki tim penilai angka kredit; dan

2 untuk Perencana ahli utama t
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setelah 9 Maret 2O2O dan mengajukan
dokumen penilaian angka kredit setelah 1

Januari 2021 .

3. Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf G
angka 3, sebagai berikut:

Tim Penilai angka kredit sebagaimana dimaksud
pada Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf
G angka 1 berakhir masa tugasnya pada 31 Mei
202t.

H. XELEBIHAN ANGKA KREDIT

1. Perencana yang memiliki angka kredit meiebihi
angka kredit minimal yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi
sesuai ketentuan Keputusan Menteri Negara
Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya,
dapat menggunakan kelebihan angka kredit
tersebut sebagai tambahan penilaian angka
kredit yang dikumpulkan berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun
tentang Jabatan Fungsional Perencana.

2. Kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud
pada angka 1, hanya dapat digunakan untuk
kenaikan pangkat yang berada dalam satu
jenjang jabatan.

3. Kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud
pada angka 1, tidak dapat dizunakan rmtuk

1. Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf H
angka 1, angka 2, dan angka 3, sebagai berikut:
a. Sdr. Ahmad Suset5ro, NIP. 198706272012061002,

pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
III/b, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli
Pertama, dibuktikan dengan SK Pengangkatan
terakhir per 1 April 2018, saat ini memiliki Angka
Kredit 2lO berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsiona-l Perencana dan Angka Kreditnya.
Untuk naik pangkat menjadi Penata, golongan
ruang IIllc berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2OO1 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
diperlukan Angka Kredit sebesar 200.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran
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Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepa-la Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020
tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional
Perencana, maka Sdr. Ahmad Susetyo dapat
diusulkan untuk naik pargkat menjadi Penata,
golongan ruang III/c pada Bulan Oktober 2020
dengan kelebihan angka kredit sebesar 10 (210
dikurangi 200).

Adapun kelebihan Angka Kredit Sdr. Ahmad
Susetyo sebesar 10 akan menjadi no1 (0) setelah
yang bersangkutan naik palgkat menjadi Penata,
golongan ruang llllc yang diikuti dengan
kenaikan jenjang jabatan menjadi Perencana Ahli
Muda.

b. Sdr. Elbinsar Pandj aitan, NIP.
l982O715200706|002, pangkat Pembina,
golongan ruang [V/a, Jenjang Jabatan Fungsional
Perencana Ahli Madya, dibuktikan dengan SK
Penilaian Angka Kredit terakhir per 1 Oktober
2018, saat ini memiliki Angka Kredit 810
berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/20O1 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

Untuk naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b berdasarkan Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 16/KEP/M.PAN/3/200 1 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya,
diperlukan Angka IGedit sebesar 550.

4

5

5

kenaikan jenjang jabatan ke tingkat yang lebih
tinggi.
Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan
kelebihan angka kredit untuk setiap Perencana
yang berada di lingkungan instansinya.

Keiebihan angka kredit sebagaimana dimaksud
pada arrgka 2, dapat digunakan sampai dengan
kenaikan pangkat satu tingkat diatasnya.

Perencana wajib mengumpulkan angka kredit
minimal untuk setiap tahunnya sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
4 Tahun 2020 tentalg Jabatan Fungsional
Perencana dan dapat memperoleh tambahan
dari keiebihan angka kredit yang dikumpulkan
sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Penambahan angka kredit yang berasal dari
kelebihan angka kredit yang dikumpulkan
sebagaimana dimaksud pada angka 1,
jumlahnya tidak melebihi total angka kredit
maksimal masing-masing jenjang j abatan untuk
setiap tahunnya yaitu sebesar 1507o (seratus
lima puluh persen).

Setelah Perencana naik pangkat satu tingkat di
atasnya, kelebihan angka kredit sebagaimana
dimaksud pada angka 1 tidak daPat
diperhitungkan kembali.

7
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Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran
Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badal Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun tentang
Kebijalan Teknis Jabatan Fungsional Perencana,
maka Sdr. Elbinsar Pandjaitan dapat diusulkan
untuk naik pangkat menjadi Pembina Tingkat 1,
golongan ruang IV/b pada Bulan Oktober 2020
dengan kelebihan angka kredit sebesar 260 (810
dikurangi 550).

Adapun kelebihan Angka Kredit Sdr. Elbinsar
Pandjaitan sebesar 260 tidak dapat digunakan
untuk penambahan Angka Kredit ke pangkat
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan
akan menjadi nol (0) setelah yang bersangkutan
naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b.

2. Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf H
angka 5, angka 6 dan angka 7, sebagai berikut:
a. Sdr. Fuad Basori NIP. 198008171998061O01,

pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jenjang
Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda,
dibuktikan dengan SK Pengangkatan terakhir 1

April 2019, saat ini memiliki Angka Kredit 420
berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

Untuk naik pangkat menjadi Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d berdasarkan Keputusan
Menteri Ne a aratur Ne a Nomor
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b

16/KEP/M.PANl3l2OOl tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
diperlukan Angka Kredit sebesar 300.

Sdr. Fuad Basori baru dapat diusulkan naik
pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang
III/d pada Bulan April 2O2\ karer,a sesuai dengan
ketentuan kenaikan pangkat/golongan yaitu
minimal 2 (dua tahun) sej ak SK Pengangkatan
terakhir dan sudah memiliki angka kredit
kumulatif yang cukup untuk naik pangkat yaitu
sebesar 300.

Berdasarkal ketentual dalam Surat Edaran
Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun tentang
Kebij akan Teknis Jabatan Fungsional Perencana,
maka Sdr. Fuad Basori dapat diusulkan untuk
naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d dengan kelebihan angka kredit sebesar
12O (42O dikurangi 300).

Adapun kelebihan Angka Kredit Sdr. Fuad Basori
sebesar l2O tidak dapat digunakan untuk
penambahan Angka Kredit ke pangkat Pembina
golongan ruang IV/a dan akan menjadi noi (O)

setelah yang bersangkutan naik pangkat menjadi
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
Sdr. Ivan Saiful, NIP. 198OO8171998061OO1,
pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jenjang
Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda,
dibuktikan dengan SK Pengangkatan terakhir 1

Oktober 2019 saat ini memiliki Kredit 42O
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berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/20O1 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

Untuk naik pangkat menj adi Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d berdasarkan Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditlya,
diperlukan Angka Kredit sebesar 300.

Sdr. Ivan Saiful baru dapat diusulkan naik
pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang
III/d pada bulan Oktober 2O2l karena sesuai
dengan ketentuan kenaikan pangkat/ golongan
yaitu minimal 2 (dua tahun) sej ak SK
Pengangkatan terakhir dan sudah memiliki angka
kredit kumulatif yang cukup untuk naik pangkat
yaitu sebesar 300.

Dalam contoh ini, Sdr. Ivan Saiful wajib
mengumpulkan Angka Kredit sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4
Tahun 2O2O tentang Jabatal Fungsional
Perencana. Angka I{redit yang wajib dikumpulkar
tersebut merupakan Angka Kredit setengah tahun
(satu semester) dan dihitung dengan cara
mengalikan setengah dari angka kredit minimal
tahunan untuk jenjang jabatan fungsional ahli
muda (12,5 x 50% : 6,25 Angka Kredit).

Adapun kelebihan Angka Kredit Sdr. Ivan Saiful
sebesar l2O tidak da di aka;r untuk
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C

penambahan Angka Kredit ke pangkat Pembina
golongan ruang IV/a dan akan menjadi nol (0)
setelah yang bersangkutan naik pangkat menjadi
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
Sdri. Dea Maulida, NIP. 1985042 12008051001,
pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jenjang
Perencana Ahli Muda dibuktikan dengan SK
Pengangkatan terakhir I Oktober 2O2O dengan
angka kredit 260 berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsionai Perencala dan Angka Kreditnya.

Untuk naik pangkat menjadi Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d berdasarkan Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 16/KEP/M.PAN I 3 I 2OOl tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya,
diperlukan Angka Kredit sebesar 3O0.

Sdri. Dea Maulida dapat menggunakan kelebihan
angka kredit kumulatif yang dimiliki saat ini (260
dikurangi 2O0 untuk AK golongan III/c : 60)
untuk menambah angka kredit minimal
Fungsional Ahli Muda tiap tahunnya agar menjadi
angka kredit maksimal (5O% dari AK minimal
Perencana Ahli Muda : 72,5 angka kredit).

Apabila yang bersangkutan setiap tahun
menggunakan kelebihan angka kredit sebesar 60
tersebut untuk menambahkan angka kredit
minimal menjadi angka kredit maksima-l (12,5
angka kredit setiap tahun), maka kelebihan angka
kredit kumulatif tersebut akan habis setelah
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digunakan selama 3 tahun, dan Sdri. Dea
Maulida dapat diusulkan untuk naik pangkat
menjadi Penata Tingkat I golongan III/d pada
Oktober 2023 dan kelebihan angka kredit
kumulatif seb anyak 22,5 (60 dikurangi (12,5x3)).

Simulasi:

. Pengurnpulan Angka Kredit di Oktober 2O2l :
25 (Angka Kredit Minimal Perencana Ahli
Muda) + 12,5 (Angka Kredit Maksimal yang
diambil dari kelebihan angka kredit kumulatif
(60) sisa 47,5). Total = 37,5.

. Pengumpulan Angka Kredit di Oktober 2022 =
25 (Angka Kredit Minimal Perencala Ahli
Muda) + 12,5 (Angka Kredit Maksimal yang
diambil dari sisa kelebihan angka kredit
kumulatif (47,5) sisa 35). Total = 37,5.

. Pengumpulan Angka Kredit di Oktober 2023 =
25 (Angka Kredit Minimal Perencana Ahli
Muda).

Total pengumpulan Angka kedit Tahun 2021-
2023 : 100, dan dapat diajukan untuk naik ke
golongan ruang III/d.
Kelebihan Angka IGedit Kumulatif sebesar 35
sudah tidak dapat iagi digunakan karena seteiah
Sdri. Dea Maulida naik pangkat menjadi Penata
Tingkat I golongan ruang III/d, Angka Kredit yang
bersangkutan kemba-li menjadi nol (0).



Catatan:

Untuk pelaksanaan ketentuan tentang Kelebihan Angka
Kredit, perlu diperhatikan variabel tanggal PAK terakhir
yang dimiliki, dan Perbedaan akumulasi angka kredit
sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Negara
Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN l3l2OOl tentang
Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O
tentang Jabatan Fungsional Perencala sebagai berikut:

Akumulasi AK menurut
Ketentuan KepmenPAN

No. 16/KEP/ M.PAN/3/20o 1

Akumulasi AK menurut
Ketentuan PermenPAN RB

No. 4 Tahun 2020

IIIIa - 50
rrrlb - s0 ) Ak 100
IIIlc - 100
III/d - 10O ) Al< 200
rVla - 150
rvlb - 1s0
IVlc - 150 ) Ak 450
rl'rld- 2oo
IV/e - N/A

III/a - 50
rrr/b - 100
IlIlc - 2OO
rrr/d - 300
Iv la - 4OO
rvlb - sso
lV lc - 7OO
rv/d - 8so
IVle - 1050

Pada contoh Sdr. Fuad Basori misalnya, berdasarkan
ketentuan Kepmenpan No. 16lKEP/M.PAN/3/2001
untuk naik pangkat dari Penata, golongan ruang III/c
ke Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dimana
di rlukan kredit sebesar 30O maka arr

-t2-
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kredit yang bersangkutan sudah memenuhi
persyaratan tersebut, sehingga dapat diusulkan
kenaikan pangkatnya.

Kelebihan aagka kredit kumulatif Sdr. Fuad Basori
setelah naik pangkat dari Penata, golongan ruang III/c
ke Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu 120 AK
(420 - 30O) sudah tidak dapat digunakan kembali.

Pada saat Surat Keputusan kenaikan pangkat Sdr.
Fuad Basori dari Penata, golongan ruang III/c ke
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terjadi pada 1

April 2021, maka berlaku AK kumulatif sesuai dengan
ketetuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4
Tahun 2O2O tentang Jabatan Fungsional Perencana
yaitu sebesar 200.

Sedangkan pada contoh Sdr. Elbinsar Pandjaitan
misalnya, berdasarkan ketentuan Kepmenpan No.
16/KEP/M.PAN/3/2001, untuk naik pangkat dari
Pembina, golongan ruang IV/a ke Pembina Tingkat I,
goiongan ruang IV/b diperlukan angka kredit sebesar
550. maka angka kredit yang bersalgkutan sudah
memenuhi persyaratan tersebut, sehingga dapat
diusulkan kenaikan pangkatnya.

Kelebihan angka kredit kumulatif Sdr. Elbinsar
Pandjaitan setelah naik pangkat dari Pembina,
golongan ruang IV/a menjadi Pembina Tingkat I,
golongan ruang IVlb, yaitu 260 AK (810 - 550) sudah
tidak dapat digunakan kembali karena berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O tentan
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Jabatan Fungsional Perencana, kelebihal AK Sdr.
Elbinsar Panj aitan hanya dapat digunakan untuk
kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat di atasnya (golongan
ruang IV/a ke IV/b) dan tidak dapat dipergunakan
untuk naik pangkat ke golongan ruang ke IV/c serta
Angka Kredit yang bersangkutan akan menjadi nol (0)
setelah yang bersangkutan naik pangkat menj adi
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

Penjelasan dan contoh untuk ketentual huruf I, sebagai
berikut:

1. Perencana yang dapat diangkat kembali

Sdri. Annisa Puspitasari, NIP. 1 988 1 I27 20 7OO L2OOL,
pangkat Penata, golongal ruang IIIlc, Jenjang
Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, saat ini
memiliki Angka Kredit 202 berdasarkan Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatrlr Negara
Nomor 16/KEP/M.PANl3l2OOl tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Saat ini
yang bersangkutan sedang berada dalam status
pemberhentian sementara karena sudah 5 (lima)
tahun semenjak pengangkatan terakhir menj adi
Perencana Ahli Muda pada Bulan April tahun 2014
tidak mampu mengumpulkan Angka Kredit. Pada
tanggal 9 Maret 2O2O lerbit Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O
tentang Jabatan Fungsional Perencana, Pasal 59 ayat
(1) mengatur tidak ada lagi status "Pembebasan

SANKSI PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara darr Reformasi Birokrasi Nomor
13 Tahun 2O19 tentang Pengusulan, Penetapan,
dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, Perencana tidak dikenakan sanksi
pembebasal sementara dari Jabatan
Fungsional Perencana.

2. Perencana yang dijatuhi sanksi pembebasan
sementara diangkat kembali da-1am Jabatan
Fungsional Perencala dengan mengikuti
ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
4 Tahun 2O2O lentang Jabatan Fungsional
Perencana dan Surat Edaran ini.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian/ Pejabat yartg
Berwenang melakukan pemeriksaan kemba-li
terhadap Keputusan pembebasan sementara
yang ditetapkal sebelum dan sesudah tanggal 9

ada

I

a dimaksud
Maret2O2O.

4. Pemeriksaan seb
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Sementara". Oleh karena itu berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 59 ayat (2), Sdri. Annisa Puspitasari
dapat diangkat kembali menjadi Pejabat Fungsional
Perencana dengan mengikuti ketentuan antara lain:

a. belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari
Jabatal Fungsional Perencana;

b. belum melebihi batas paling tinggi masa
pembebasan sementara sejak dibebaskan dari
jabatan fungsionalnya; dan

c. memiliki kinel a paling sedikit bernilai baik
selama masa pembebasan sementara.

2. Perencana yang tidak dapat diangkat kembali

Sdr. Gunawan Priambodo, NIP.
197502212000091002, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b, Jenjang Jabatan Fungsional
Perencana Ahli Madya, saat ini memiliki Angka Kredit
57O berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
1 6/ KEP/ M.PAN / 3 / 20O 1 tentang Jabatan Fungsional
Perencana dan Angka Kreditnya. Saat ini yang
bersangkutan sudah berstatus diberhentikan dari
Jabatan Fungsional Perencana berdasarkan Surat
Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian karena
sudah 5 (lima) tahun + 1 (satu) tahun semenjak
pengangkatal terakhir menjadi Perencala Ahli
Madya pada Bulan November 2013 tidal mampu
mengumpulkan Angka Kredit. Sdr. Gunawan
Priambodo tidak dapat diangkat kembali menjadi
Pejabat Fungsional Perencana berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dal

angka 3 2, dilakukan untuk menyesuaikan
dengan ketentuart Pasal 59 dan Pasal 6O

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun
2O2O tentang Jabatan Fungsional Perencana.

5. Dalam haf hasil pemeriksaan terdapat
Perencana yang telah dijatuhi Keputusan
pembebasan sementara sebelum tanggal 9
Maret 2O2O dan memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan
Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
4 Tahun 2O2O tentang Jabatan Fungsional
Perencana, maka Pejabat Pembina
Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang segera
menerbitkan Keputusan pengangkatan kembali
dalam Jabatan Fungsional Perencana'

6. Perencala yang dij atuhi Keputusan
pembebasan sementara pada tanggal 9 Maret
2O2O atatt setelah tanggal 9 Maret 2O2O dan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Jabatan
Fungsional Perencana, diangkat kembali
berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian/ Pejabat yang Berwenang.

z. Dimulai sejak Januari 2021, Perencana yang
tidak dapat mengumpulkan angka kredit
minimal sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Menteri Pen A tur
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Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O tentang
Jabatan Fungsional Perencana, karena tidak
memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (21 huruf a,
karena yang bersangkutan sudah ditetapkan
keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsiona-l
Perencana oleh pejabat yang berwenang.

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun
2O2O tenlang Jabatan Fungsional Perencana,
dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 10 tentang
Disiplin Pegawai Negeri SiPii.

Mekanisme penetapan sanksi sebagaimana
dimaksud pada angka 6, dilakukan sesuai

8

ketentuan -undaneraturan erund

Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf J angka 1

dan angka 2, sebagai berikut:

a. Mengundurkan diri dari jabatan

Sdri. Indah Kusumastuti, NIP 1988082520130510O1,
pangkat Penata golongan rLlang lIIlc, Jenjang
Jabatan Perencana Ahli Muda, saat ini
mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional
Perencana karena pindah ke Jabatan Fungsional lain.
Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasiona-1 Nomor 11
Tahun 2O2O tentang Kebijakan Teknis Jabatan
Fungsional Perencana, maka yang bersangkutarr
diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana
oleh pejabat yang berwenang karena mengundurkan
diri dari jabatan dan tidak dapat diangkat kembali
sesuai ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O lentang
Jabatan Pun ionai Perencara.

J. TATA CARA PEMBERHENTIAN DARI PERENCANA

1. Perencala dapat diberhentikan dari jabatannya
apabila:

a. mengundurkan diri dari jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungart Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam)
bulan

e. ditugaskan penuh pada Jabatan Pimpinan
Tinggr, Jabatan Administrator, Jabatan
Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; dan/ atau

f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

2. Mekanisme pemberhentian sebagai Perencana
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan
sesuai ketentuan Pasa] 48 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Jabatan

sional Perencala.
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b. Diberhentikan sementara sebagai PNS

Sdr. Iwan Sudrajat, NIP 197lO724l997O4lOOl,
pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,
Jenjang Jabatan Perencana Ahli Madya, saat ini yang
bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PNS
karena sedang dalam menjalani pemeriksaan pidana
korupsi sebagai tersangka. Berdasarkan ketentuan
dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional
Perencana, maka yang bersangkutan diberhentikan
dari Jabatan Fungsional Perencana oleh pejabat yang
berwenang karena diberhentikan sementara sebagai
PNS.

Apabila nantinya Sdr. Iwarl Sudrajat tidak dinyatakan
bersalah dan proses penyidikan dihentikan, maka
yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) dan ( )

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tailun 2O2O
tentang Jabatan Pungsional Perencana.

c. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara

Sdr. Guntur Pamungkas, NIP 198009 1 92OO7 04 IOO I,
pangkat Pembina golongan ruang IV/a, Jenjang
Jabatan Perencana Ahli Madya, saat ini yang
bersangkutan sedang menj alali cuti di luar
tanggungan Negara. Berdasarkan ketentuan dalam
Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembalgunan
Nasional Ke a-1a Badan Perencanaan Pemban an
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Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Teknis Jabatan Fungsional Perencana, maka yang
bersangkutan diberhentikan dari Jabatal Fungsional
Perencana oleh pejabat yang berwenang karena
menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

Apabila Sdr. Guntur Pamungkas telah kembali aktif
bekerja setelah menyelesaikan urusan pribadi, maka
yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat
(4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Ta}r:uo 2O2O
tentang Jabatan Pungsional Perencana.

d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
Sdr. Umar Prayitno NIP. 199007272015061002,
pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b,
Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama,
saat ini sedang menempuh pendidikan 52 mulai
November 2020. Berdasarkan ketentuan dalam Surat
Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaal Pembangunan
Nasional Nomor 11 Tahun 2O2O terrtang Kebij akan
Teknis Jabatan Fungsional Perencana, maka yang
besangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional
Perencala oleh pejabat yang berwenang karena
pendidikan 52 lebih dari 6 bulan.

Apabila Sdr. Umar Prayitno telah menyelesaikan
kuliah Master (S2) dan kembali aktif bekefa, maka
yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai
dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Menteri Pend aan A aratur Ne a
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dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahrn 2O2O
tentang Jabatan Pungsional Perencala.

e. Ditugaskan penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan
Jabatan Pelaksana

Sdr. Maulana Yusuf, NIP. 198710152008O41OO2,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,
Jenjang Jabatan Perencana Ahli Madya, saat ini
sedang ditugaskan penuh sebgai Jabatan Pimpinan
Tinggi pada bulan Agustus 2O2O. Berdasarkan
ketentuan da-lam Surat Edaran Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepa-la Badan Perencalaal
Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional
Perencana, maka yang besangkutan diberhentikan
dari Jabatan Fungsional Perencana oleh pejabat yang
berwenang.

Apabila Sdr. Maulana Yusuf telah selesai masa
jabatannya sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi, maka
yang bersangkutan dapat diangkat kembali menj adi
Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Jabatan Pungsional Perencana.

f. Tidak memenuhi persyaratan Jabatan

Sdr. Zulkarnain, NIP. 19650505199007100 1, pangkat
Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Jenjang
Jabatan Fu ional Perencana Ahli Utama
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bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan
Jabatan yaitu tidak mampu mengumpulkan 25 angka
kredit pemeliharaan pertahun, sehingga yang
bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional
Perencana oleh pejabat yang berwenang dan tidak
dapat diangkat kembali, berdasarkan ketentuan
dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badal Perencanaan
Pembangunan Nasionai Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional
Perencana.

Penjelasan dal contoh untuk ketentuan huruf K angka
1, angka 2, angka 3 dan angka 4, sebagai berikut:
Sdri. Miranda Gibran NIP. 196905051992062001,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a ditugaskal
penuh sebagai pejabat Administrator sampai bulan
Agustus 2O2O. Sebelum menjabat sebagai Administrator
yang bersangkutan pernah diangkat sebagai pejabat
Perencana Ahli Madya.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2020
tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana,
maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali ke
Jabatan Fungsional Perencana dengan menggunakan

dimiiiki dan da at ditambahan ka kredit terakhir

K. TATA CARA PENGANGI(ATAN KEMBALI SEBAGAI
PERENCANA

1. Perencana yang dibebaskan sementara dengan
alasan:

a. diberhentikan sementara sebagai PNS;

b. menjalani cuti diluar tanggungan negara
kecuali untuk persalinan keempat dan
seterusnya;

c. menj alani tugas belajar lebih dari 6 (enam)
bulan; atau

d. ditugaskan secara penuh diluar j abatan
Perencana;

sebelum berlakunya Surat Edaran ini, dan
sedang dij alani PNS yang bersangkutan
berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Badan
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Perencanaan dal Pembalgunan Nasional dan
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor llO6lKalOSl2OOl dan Nomor 34.A
Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan F\:ngsional Perencana dan Angka
Kreditnya, dapat diangkat kembali dalam
jenjang j abatan terakhirnya apabila PNS yang
bersangkutan telah selesai menj alaninya, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Pengangkatan kembali dalam Jabatan
Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud
pada angka 1, diiakukan dengan menggunakan
angka kredit terakhirnya dan dapat ditambah
dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan
tugas Perencanaan selama dibebaskan
sementara.

3. Perencala yang dibebaskan sementara dengan
alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1

huruf d, dapat disesuaikan pada jenjang yang
sesuai dengan pangkat terakhir pada
jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun seteiah
diangkat kembali pada jenjang teralhir yang
didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji
kompetensi. Pengangkatan

4. Penyesuaian Perencana sebagaimana dimaksud
pada angka 3 harus memerhatikan ketersediaan
kebutuhan formasi jabatan.

dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas
perencanaan selama dibebaskan sementara atau dapat
disesuaikan pada jenjang yang sesuai dengan pangkat
terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun
setelah diangkat kembali ke jenjang terakhir yang
didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji
kompetensi. Pengangkatan jabatan fungsional perencana
tersebut dengan terlebih dahulu memperhatikan
ketersediaal kebutuhan formasi jabatan.

L. PENTUSUNAN
PERENCANA

SASARAN KINERJA PEGAWAI



1. Dimulai sejak Januari 2O2l Perencana
menJrusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Jabatan
Fungsional Perencana serta peraturan
pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Badan
Kepegawaian Negara yang mengatur tentang
Penilaian Prestasi Ke{a PNS.

2. Dalam pen),usunan SKP sebagaimana dimaksud
pada angka 1, Perencana harus memerhatikan
butir-butir kegiatan perencanaan yang sesuai
dengan jenjang jabatan yang sedang diemban.

3. Butir-butir kegiatan perencanaan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 disesuaikan dengan
kegiatan pada unit kerja masing-masing
Perencana.

4. SKP menjadi kontrak kerja Perencana dengan
atasannya untuk masa I (satu) tahun.

5. Pada akhir tahun atau pada waktu iain sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Perencala menyerahkan bukti kerja sesuai
dengan yang tercantum daiam SKP untuk
mendapat penilaian dari atasan langsung dan
Tim Penilai Angka IGedit.

6. Penilaian SKP untuk Perencana dilakukan
sebagai berikut:

a, atasan langsung Perencana menilai
berdasarkan kualitas hasil kegiatan

rencanaan dibuat oleh Perencana

Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf L, sebagai
berikut:

Sdr. Johan Alamsyah, NIP. 199301lO2Ot4O3tOO2,
pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b,
Jenjang Jabatan Perencana Ahli Pertama. Berdasarkan
Peraturan Menteri Peraturan Menteri pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun
2O2O terfiang Jabatan Fungsional Perencana, pasal 23
sampai dengan Pasal 25 dan da_lam Surat Edaran Menteri
Perencanaan Pembangunan NasionallKepila Badan
Perencatraan Pembangunan Nasiona-l Nomor 11 Tahun
tentang Kebijakan Teknis Jabatal Fungsional perencana,
maka pada awal Tahun 2O2l yang bersangkutan
menJrusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKp) dengan
memerhatikan butir-butir kegiatan perencanaan yang
sesuai dengan jenjang jabatan yang sedang diemban serta
disesuaikan dengan unit kerja masing-masing. pada akhir
tahun 2021 Sdr. Johan Alamsyah menyerahkan bukti
kefa sesuai dengan yang tercantum daiam SKp untuk
mendapat penilaiar dari atasan langsung dan Tirn penilai
Angka Kredit.
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dan

b. Tim Penilai Angka
berdasarkan kesesuaian

Kredit menilai
antara butir-butir

tan.

Penjelasan dan contoh untuk ketentua-n huruf M,
sebagai berikut:

1. Perencana Ahli Utama yang mengumpulkan angka
kredit berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Perencana.

Sdr. Joshua Partogi, NIP. 196610261990011001,
pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang
IV/d, Jenjang Jabatan Perencana Ahli Utama, saat
ini memiliki Angka Kredit 1018 berdasarkan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaar Aparatur
Negara Nomor 16lKEP/M.PAN/3/2001 tentang
Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.
Pada periode pengumpulan angka kredit Oktober
Tahun 2O2O yang bersangkutan bermaksud
mengumpulkan Angka Kredit dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahuo 2O2O
tentang Jabatan Fungsional Perencana. Berdasarkan
Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 11 Tahun tentang Kebijakan Teknis
Jabatan Fungsional Perencana maka yang

tal harus memenuhi bebera ketentuanbe

M. KETENTUAN LAIN.LAIN

1. Khusus untuk Perencana Ahli Utama, selain
dapat mengumPulkan Angka Kredit
berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Aparatur Negara Nomor 16/KEP/MPAN /3/2001
tentang Jabatan Fungsional Perencana dan
Angka Kreditnya juga dapat mengumpulkan
angka kredit berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tenlang Jabatan
Fungsional Perencar.a, sejak 9 Matet 2O2O.

2. Dalam ha1 Perencana Ahli Utama bermaksud
mengumpulkan angka kredit berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaal Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 TaLnun
2O2O tertang Jabatan Fungsionai Perencala,
sej ak 9 Maret 2O2O, Perencana tersebut
mengajukan permohonan kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian atau Pej abat yang
Berwenang melalui unit kerja yang menangani
pembinaan kepegawaian di lingkungan
instansinya.

3. Instansi Pemerintah yang akan menggunakan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun
2O2O ter,lang Jabatan Fungsional Perencana

I
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antara lain:

a. mengajukan permohonan kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang
Berwenang melalui unit kerja yang menangani
pembinaal kepegawaian di lingkungan
instansinya.

b. melakukan perubahan SKP tahun 2O2O yang
memuat target Angka Kredit dan tugas tambahan
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun
2O2O tentang Jabatan Fungsional Perencana.

c. meiakukan pengumpular Angka Kredit
berdasarkan butir kegiatan perencanaan,
pengembangan profesi, dan penunjang yang
diatur dalam lampiran Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O ter,tang Jabatan
Fungsional Perencana.

d. memastikan atasan langsung telah mendapatkan
sosiaiisasi tentang tata cara penilaian SKP yang
telah terintegrasi dengan Aagka Kredit dari
Instansi Pembina berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun
2O2O tentarrg Jabatan Fungsional Perencana.

Selain beberapa ketentuan di atas, Pej abat Pembina
Kepegawaian atau Pej abat yang Berwenang di
instansi tempat Sdr. Joshua Partogi bertugas wajib
men surat emberitahuan ke da instan si

bagi Perencana Ahli Utama sebagaimana
dimaksud pada angka 2, melakukan langkah-
langkah sebagai berikut:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat
yang Berwenang menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Instarsi Pembiaa
yang menyatakan bahwa instansinya
memberlakukan Peratural Menteri
Pendayagunaan Apa-ratur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahurr 2O2O

tentang Jabatan Fungsional Perencana
untuk tahun , dengan disertai daftar nama
Perencana Ahli Utama beserta SK
pengangkatan sebagai Perencana Ahii
Utama;

b. Perencana Ahli Utama sebagaimana
dimaksud pada huruf a, melakukan
perubahan SKP tahun yang memuat target
Angka Kredit dan tugas tambahan sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4
Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional
Perencana-

c. Perencana Ahli Utama sebagaimana
dimaksud pada huruf b, melakukan
pengumpulan Angka Kredit berdasarkan
butir kegiatan perencanaan, pengembangan
profesi, dan penunjang yang diatur dalam
lampiran Peratural Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
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Pembina yang menyatakan bahwa instansinya
memberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4
Tahun 2O2O tentang Jabatan Fungsional Perencana
untuk tahun 2O2O, dengart disertai daftar nama
Perencana Ahli Utama beserta Surat Keputusan
pengangkatan sebagai Perencana Ahli Utama.

2. Perencala Ahli Utama yang mengumpulkan angka
kredit berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
76|KEP IM.PAN/3/2OO 1 tentang Jabatan Fungsional
Perencana dan Angka Kreditnya.

a. Perencana Ahli Utama yang mengumpulkan
angka kredit berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2O01 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
sampai dengan Desember 2O20.

Sdri. Ratraningsih Wulandari, NIP.
7962),026199001 1001, pangkat Pembina Utama
Madya, golongan ruang IV/d, Jenjang Jabatan
Fungsional Perencana Ahli Utama, saat ini
memiliki Angka Kredit 1007 berdasarkan
Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara
Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Pungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Pada
periode pengumpulan Oktober Tahun 2O2O, yang
bersangkutan bermaksud mengumpulkan Angka
Kredit dengan masih mengacu pada Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 16 KEP M.PAN a 2001 ten Jabatan

Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Jabatan
Fungsional Perencara.

d. Atasan langsung Perencana Ahli Utama
telah mendapatkan sosialisasi tentang tata
cara penilaian SKP yang telah terintegrasi
dengan Angka Kredit dari Instansi Pembina
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Pendayagrnaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun
2O2O tentang Jabatan Fungsional
Perencala.
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b

Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencalaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11
Tahun tentang Kebijakan Teknis Jabatan
Fungsional Perencana, Sdri. Ratnaningsih
Wulandari masih memungkinkan mengumpulkan
angka Kreditnya sampai Desember 2020.

Perencana Ahli Utama yang mengumpulkan
angka kredit berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN l3l2OOl tentang Jabatan
Fungsional Perencala dan Angka Kreditnya,
untuk kebutuhan kenaikan pangkat pada tahun
2O2O dan berhasil mengumpulkan kekurangan
angka kredit meskipun melewati masa kenaikan
pangkat tahun 2020.

Sdr. Anwar Hidayat, NIP. 196506231990011001,
pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang
IV/d, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli
Utama, saat ini memiliki Angka Kredit 1O2O
berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

Pada periode pengumpulan Oktober 2O2O, yang
bersangkutan hanya berhasil mendapatkan
penambahan Angka Kredit 2O sehingga masih
memiliki kekurangan 10 Angka Kredit untuk
dapat naik ke golongan ruang IV/e.

A bila ada November-Desember 2O2O Sdr.
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c

Anwar Hidayat mampu mengumpulkal Angka
Kredit minimal 10 sehingga cukup untuk
diajukal usulal pengangkatan menjadi golongal
ruang IV/e, maka berdasarkan Pasa1 27 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun
2O2O tentang Jabatan Fungsional Perencana, di
tahun 2O2l setelah naik pangkat menjadi
golongan rualg IV/e, yang bersangkutal halya
perlu mengumpulkan angka kredit pemeliharaan
yaitu sejumlah 25 (dua puluh lima) angka kredit.

Perencana Ahli Utama yang mengumpulkan
angka kredit berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Aagka Kreditnya untuk
kebutuhan kenaikan pangkat pada tahun 2020
dan tidak berhasil memenuhi kekurangan angka
kredit pada masa kenaikan pangkat tahun 2O2O
sampai dengan terlewatinya masa kenaikan
pangkat tahun 2020.

Sdr. Agus Budiono, NIP. 19630909i991011OO2,
pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang
IV/d, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli
Utama, saat ini memiliki Angka Kredit 97O
berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16IKEP/M.PAN/3/2O01 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditrrya.

Pada periode pengumpulan Oktober 2O2O, yang
be tan berhasil mend atkarr
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penambahan Angka Kredit 35 sehingga kurang 45
Angka Kredit untuk dapat naik ke golongan ruang
IY le.
Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran
Menteri Perencanaan Pernbangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun tentang
Kebijalan Teknis Jabatan Fungsional Perencana
mengatur bahwa "Dimulai seiak Januari 2021.,
Perencana wajib mengumpulkan angka kredit
sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O tel:tang Jabatan
Fungsional Perencana."

Oleh karena itu, pada Tahun 2O21 Saudara Agus
Budiono wqjib megumpulkan 50 Angka Kredit
(Angka Kredit minimal Pejabat Fungsional
Perencana Utama) meskipun untuk naik pangkat
ke golongan ruang IV/e yang bersangkutan hanya
membutuhkan 45 Angka Kredit.

d. Perencana Ahli Utama yang mengumpulkan angka
kredit berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Apa-ratur Negara Nomor
l6/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya,
unhrk kebutuhan kenaikan pangkat pada tahun
2O2O yang memiliki akumulasi kelebihan angka
kredit.

Sdr. Robert Chaniago, NIP.
19620818198809 1003, pangkat Pembina Utarna
Mad a lon ruan IV d Jen an Jabatan
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Perencana Ahli Utama, saat ini memiliki Angka
Kredit LOl2 berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PANl3l2OOl tentang Jabatan
Fungsional Perencala dan Angka Kreditnya. Pada
periode pengumpulan Oktober 2O2O, yarrg
bersangkutan berhasil mendapatkan
penambahan Angka Kredit 50 sehingga dapat
diusulkan untuk naik ke golongan ruang IV/e.
Berdasarkan ketentual dalam Surat Edaran
Menteri Perencanaan Pembangunal
Nasional/Kepala Badan Perencalaan
Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020
tentang Kebij akan Teknis Jabatan Fungsional
Perencana, diatur bahwa "Dimulai seiak Januari
2021, Perencana wajib mengumpulkan angka
kredit sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun tentang Jabatan
Fungsional Perencana." Sedangkan berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun
tentang Jabatan Fungsional Perencana, Pasal 27
ayal (2) berbunyi "Perencala Ahli Utama yang
menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya,
setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib
mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh
lima) Angka Kredit." Oleh karena itu, apabila di
Bulan Aprii Saudara Robert Chaniago sudah naik
pangkat menjadi goiongan ruang IV/e maka yang
bersangkutan hanya wajib mengumpulkan 25
An Kredit, sedan kan kelebihan An Kredit
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sebelumnya tidak dapat diakumulasikan kembali.

3. Perencana Ahli Utama yang mengumpulkan Angka
Kredit berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dinilai oleh Tim Penilai Pusat
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Jabatan
Fungsional Perencana.

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/ SEKRETARIS
UTAMA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

\

HiMAWAN HARryOGA
-....--........-



I.AMPIRAN II

SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/ SEKRETARIS UTAMA

BAPPENAS

NOMOR 3 ?AHUN2O2O

DAFTAR FORMULIR

1. FORMULIR PENII.A,IAN UNTUK KELOMPOK IDENTIFIKASI MASAI.AH/

ISU STRATEGIS DAN PEhIYUSUNAN KEBIJAKAN RENCANA

PEMBANGUNAN

2. FORMUUR PENITI.IAN UNTUK KELOMPOK ADOPSI DAN LECITIMASI

RENCANA PEMBANGUNAN

3. FORMULIR PENILAIAN UT.ITUK KELOMPOK PELAKSANAAN RENCANA

PEMBANGUNAN DAN EVALUASI PEIAKSANAAN RENCANA

PEMBANGUNAN

4. SURAT PERI.IYATAAN MELAKUKAN KEGTATAN PERENCANAAN

5. SURAT PERI.IYATAAN MEI.A,KUKAN KEGIATAN PROFESI

6. SURAT PERI.IYATAAN MELAKUKAN KEGI.ATAN PENUNJANG
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FORMULIR PENILAIAN 1

Formulir Penilaian Untuk Kelompok Identifikasi Masalah/ Isu Strategis
dan Penyusunan Kebljakan Rencana Pembangunan

Nama
Hari/Tanggal
Jttdul Output
Uraiaa Kegiatan
Angka IGedit

Keterangan:
Pada kolom 4 diisi angka 0- 1O0
Pengisian kolom 5 merupakan perkalial kolom 3 dan kolom 4

Nama Kota, Talggal/Bulan/Tahun
Penilai

Nama
NIP,

No. Komponen Penllaian
Bobot

Komponen
l%l

Nilai Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Identifrkasi masalah 70%

2 Metode penelitian yang sesuai l5o/o

3 Pembahasan dan analisis masa.lah 25o/o

4 Kesimpulan lOo/o

5 Rekomendasi kebijakan 75%

6
Manfaat topik untuk
perencanaan pembangunan 2Oo/o

7
Sistematika penulisan Iformat,
logika, bahasal 5o/o

Total 100%

Nilai
Akhlr



FORMULIR PENILAIAN 2

Formulir Penilaian Untuk Kelompok Adopsi dan
Legitimasi Rencana Pembangunan

Nama
Hari/Tanggal
Judul Output
Uraian Kegiatan
Angka Kredit

Keterangan:
Pada kolom 4 diisi angka 0-10O
Pengisian kolom 5 merupalan perkalian kolom 3 dan kolom 4

Nama Kota, Tanggal/ Bulan/Tahun
Penilai

Nama
NIP.

No. Komponen Penllalan Bobot Komponen
fkt Nilai Nilai

Akhir Catatan

2 3 4 5 6

1 Latar Belakang 75o/o

2 Analisis dan Pembahasan 3Oo/o

3 Pilihan Kebijalan 25o/o

4 Rekomendasi kebijakan 2Oo/o

5 Kohensi Laporan lOo/o

Total LOOo/"

1
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FORMULIR PENILAIAN 3

Formullr Penilaian Untuk Kelompok Pelaksanaan Rencana Pembangunan
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Nama
Hari/Tatggal
Jttdttl Output
Uraian Kegiatan
Angka IGedit

Keterangan:
Pada kolom 4 diisi angka 0-1OO
Pengisian kolom 5 merupakan perkalian kolom 3 dan kolom 4

Nama Kota,
Tanggal/ Bulan/Tahun Penilai

Nama
NIP

No. Komponen Penilaian
Bobot

Komponen
lo/.1

Nilai Nilai
Akhir Catatan

1 2 3 5 6
I Pendahuluan

20%

Latar Belakang
Landasan Penulisan (Filosofis,
Sosiologis, Yuridis dan Empiris)
Pemilihan Fokus Pengendaliaa
atau Evaluasi Isu dan
Permasalahan

II Pembahasan

40o/o

Metodologi Pengendalian dan
Pemantaual/Metodologi Evaluasi
Penyajian Dan Pengolaan Data
Analisis Hasil Pengendalial dan
Pemantauan/ Hasil Evalausi

III Penutup

30%
Simpulan Analisis
Rekomendasi Hasil Pengendalian
dan Pemantauan/ Hasil Evalausi
Teknis Penulisan

LOYI

Struktur dan Sistematika Penulisan
Validitas Data (data yang
disampaikan dalam tulisan)
Penggunaan Bahasa Indonesia
yang baik

v Total LOOo/o

4

I

IV



CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PERENCANAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

Menyatakan bahwa:
Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

Telah melakukan kegiatan perencana, sebagai berikut:

Atasan langsung
Nama Kota, Tanggal/Bulan/Tahun Penilai

Nama
NIP.
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SURAT PERIIYATAAN MEI-AKUKAN
KEGIATAN PERENCANAAN

Tanggal Satuan
Hasil tan

Jumlah
Volume

Angka
IGedit

No Uraian Kegiatan
Jumlah

Kredit
Keterangan /
bukti fisik

Sekretariat Pcnilai
1

Penilai
2

I

2

dst

2 3 4 6I 7 8 9 10 11

I

ttl



CONTOH
SURAT PERNYATAAN M ELAKUKAN
KEGTATAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Ke{a

Menyatakan bahwa:
Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

Telah melakukan kegiatan perencana, sebagai berikut:

Atasan langsung
Nalna Kota, Tanggal/Bulan/Tahun Penilai

Nama
NIP.
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SURAT PERIVYATAAN MEI.AKUKAN
KEGIATAN PROFESI

tan
Jumlah

Volume
Angka
Kredit

Tanggal Satuan
Hasil

.Jumlah
Kredit

Keterangarl /
bukti fisik

No Uraian Kegiatan Sekretariat Penilai
I

Penilai
2

1

2

dst

4 5 6 72 3 I 91 10 11



CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGI.ATAN PENUNJANG

Yang bertalda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Paagkat/ golongaa ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerl'a

Menyatakan bahwa:
Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

Telah melakukan kegiatan perencana, sebagai berikut:

Atasan langsung
Nama Kota, Tanggal/Bulan/Tahun Penilai

Nama
NIP.

Tarlggal Satuan
Hasil tan

Jumlah
Volume

Angka
Kredit

Jumla}l
KreditNo Uraian Kegiatan

KeteraJlgan/
bukti lisik Selsetariat Penilai

I
Penilai

2

l

2

dst

3 4 5 6 7 aI 2 9 10 11


